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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
DINAS KESEHATAN 

UPT. RSUD K. H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR 
Jl. K.H. Abdul Kadir Kasim, Kepulauan Selayar, 92812, Sulawesi Selatan 

Telepon (0414) 2313031, Faximile (0414) 2313031 
Laman www.rshayyung.eu.org, Pos-el rsudselayar@gmail.com 

   

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR 
NOMOR 1 /I/RSUD/TAHUN 2026 

 
TENTANG 

 

         PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR 

TAHUN ANGGARAN 2026 
 

DIREKTUR UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG  
KEPULAUAN SELAYAR, 

 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada                   

UPT. Rumah Sakit Umum K.H. Hayyung Kepulauan Selayar 

Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu diadakan 

pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 

                         b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan 

Direktur; 

 

Mengingat       : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik                

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran              

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tantang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009                   

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Perubahan Nama 

Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar 

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4889); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang 

Pengelolan Keuangan Daerah (Lemabaran Negara Republik 

Indonesia      Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4889);  

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan  Keuangan Daerah ( Berita Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4    

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 47); 

12. Peraturan Bupati kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Pendelegasian kewenangan Penandatangan Surat 

Keputusan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Susunan Kerja 

Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar           

Tahun 2017 Nomor 215); 

13. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar                                           

Nomor 134/III/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit 

Umum Daerah K. H. Kepulauan Selayar sebagai satuan kerja 

perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   : 
 
KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada UPT. Rumah 

Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar Tahun 

Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini. 

KEDUA  : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
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1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

2. melaporkan perkembanagan pelaksanaan kegiatan kepada 

Pengguna Anggaran; 

3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan; dan 

4. membantu PPK dalam kegiatan pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya. 

KETIGA  : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung 

jawab kepada Direktur UPT. Rumah Sakit  Umum Daerah                

K.H. Hayyung Kepulauan Selayar. 

KEEMPAT  : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan 

ini dibebankan pada Anggaran kegiatan APBD UPT. Rumah Sakit 

Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.  

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan 

Direktur RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar Nomor 

01/I/RSUD/tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung 

Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang 

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 

KETUJUH :

  

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
                                                          Ditetapkan di Kepulauan Selayar  
                                                          pada tanggal   2 Januari  2026 

 
                    DIREKTUR UPT. RSUD K.H. HAYYUNG  

                                                       KEPULAUAN SELAYAR, 
   
  ^ 
 

                   dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B, FICS,AIFO-K 
                                                          Pangkat : Pembina Tk.I 
                                                          NIP. 19770317 200604 1 020 
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LAMPIRAN                                                                                                               
KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR  1 / I /RSUD/TAHUN 2026 
TENTANG 
PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  (PPTK) 
UPT. RUMAH  SAKIT   RUMAH  SAKIT  UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG  
KEPULAUAN   SELAYAR  TAHUN ANGGARAN 2026 

 
SUSUNAN NAMA - NAMA  DAN KEGIATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN   

PADA UPT.RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR 
TAHUN ANGGARAN 2026 

 

NO NAMA/NIP 

JABATAN DALAM 

STRUKTUR 

ORGANISASI SKPD 

NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN 

KEDUDUKA

N DALAM 

KEGIATAN 

1.  Sudmawati, SKM,M.M /       

19810303 200604 2 029 

 Ka. Sub. Bagian 

Keuangan Dan Aset 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Penyediaan Bahan logistik kantor 
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

 Belanja Alat/Bahan untu Kegiatan Kantor – Bahan Cetak 
 Penggandaan 

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 

PPTK 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



6 
 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air 

2. Muhammad Jafar, SKM. 

M.M / 

19790412 200604 1 027 

Ka. Bidang Pelayanan 

Penunjang 

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

Penyediaan layananan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

- Operasional Pelayanan Rumah Sakit 
 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 

 
 

PPTK 

3. Muhammad Yusuf, S. Kep. 

Ns/ 

19771123 199903 1 005 

Ka. Bidang Pelayanan 

Medik Keperawatan 

dan Kebidanan 

 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN/KOTA                                                                                                               

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

- Operasional Pelayanan Rumah Sakit 
 Belanja Jasa Kesehatan bagi Tenaga ASN 

 
 

 

PPTK 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
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4.  Hj.Nur Hasni. S. Farm/ 

19700830 199203 2 011 

Ka. Bidang 

Pengembangan 

Pelayanan 

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan 

Tingkat Daerah  

- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara 

Terintegrasi 

- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 

 

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

KESEHATAN 

         

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis 

Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 
                            
 
 
 
 
                                                                                                     

PPTK 
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5. Amran Rizal ,S.Kom, 

MKM/  

19780516 200903 1 003 

Ka.Sub. Bagian 

Program dan Evaluasi 

Kinerja 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 
 Belanja Alat/Bahan untu Kegiatan Kantor – Bahan Cetak 

 Spanduk 

 

 
 
 

DIREKTUR UPT.RSUD K.H. HAYYUNG  
KEPULAUAN SELAYAR, 

  

dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B, FICS, AIFO-K 
Pangkat : Pembina Tk.I 
NIP. 19770317 200604 1 020 
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